PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1994
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG
PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANGNOMOR 7 TAHUN 1991

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan
perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di
bidang perekonomian, termasuk berkembangnya bentuk-bentuk dan
praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang belum tertampung
daam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
7 Tahun 1991,

b. bahwa dalam upaya untuk seladu menjaga agar perkembangan
perekonomian seperti tersebut di atas dapat tetap berjalan sesual
dengan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada Trilogi
Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar
Haluan Negara, dan seiring dengan itu dapat diciptakan kepastian
hukum yang berkaitan dengan aspek perpajakan bagi bentuk-bentuk
dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang terus berkembang,
diperlukan langkah-langkah penyesuaian yang memada terhadap
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun
1991,

c. bahwa...
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. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu mengubah

beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pgak Penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991;

1.Pasdl 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasd 23 ayat (2)

Undang-Undang Dasar 1945 ;

. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpgjakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);

. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pgak Penghasilan

(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3263), sebagamana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991.

Pasal |...
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Pasal |

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasa 1 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

"Pasal 1

Pagak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Paak atas
penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.”

2.  Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai
berikut:

"Pasal 2

(1) Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

a 1) rang pribadi;

2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,
menggantikan yang berhak;

b. badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara
dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, frma, kongsi,
koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga,

dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya;

C. bentuk...
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c. bentuk usaha tetap.

(2) Subjek Pgak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan
Subjek Pajak luar negeri.

(3) Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adal ah:

a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau
orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183
(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12
(dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu
tahun pagak berada di Indonesia dan mempunyai niat
untuk bertempat tinggal di Indonesia;

b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di
Indonesig;

c. warisan yang belum terbagi sebagal satu kesatuan,
menggantikan yang berhak.

(4) Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah:

a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia
atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus
delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap

di Indonesia;

b. orang...
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b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia
atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus
delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima
atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melaui
bentuk usaha tetap di Indonesia.

(5) Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk
usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak
bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak
lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan
dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia,
yang dapat berupa:

a. tempat kedudukan manajemen;

b. cabang perusahaan;

c. kantor perwakilan;

d. gedung kantor;

e. pabrik;

f.  bengkel;

g. pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja

pengeboran yang digunakan  untuk  eksploras
pertambangan;

h. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau
kehutanan;

i. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

j.  pemberian...



